STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

No. Dokumen . 01/DPMPTSP /2022

Revisi C -

Tanggal Pengesahan : 21 Januari 2022

No Komponen Uraian
1. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2000 tentang Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Restko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha:
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:
11 Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik;
12 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
13 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat
14 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelengaraan Pelayanan Perizinan
Dan Nonperiznan
2. |Persvaratan UMK Perorangan
1. NIK
2. Email Aktif

3. Nomor Whatsapp Aktif

UMK Badan Usaha

NIK Direktur

NPWP Perusahaan

Data Perusahaan

Data salah satu Direksi Perusahaan
Email Aktif

AR e

Nomor Whatsapp Aktif




Non UMK

NIK Dircktur

NPWP Perusahaan

Data Perusahaan

Data salah satu Direksi Perusahaan
Email Aktif

Nomor Whatsapp Aktif
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Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN [ZIN USAHA MELALUI SISTEM ONUINE SINGLE SUBMISSION (oss)
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MEPALA DINAS

Jangka Waktu Pelayanan/Pencrbitan

Sesuai Service Level Aereement pada sistem OSS berdasarkan sektor

Biava/Tarif

Gratis, kecuali pemenuhan komitmen IMB dipungut biava sesuai ketentuan retribusi IMB dan Izin Usaha

Pemenuhan Komitmen Izin

Produk Pelayanan

NIB

Sertifikat Standar/Izin (Menyesuaikan tingkat resiko)

Verifikasi, Notifikasi persetujuan dan penolakan

Upload dokumen melalui fitur wehfrom vang tersedia

Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email: dpmptsp.sb.kab@ gmail com

Telpon (0387) 2525264
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Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak IKM




Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

ATK. Komputer, Printer. Wifi. Ruang Pelavanan, Meja, Kursi, Ruang Informasi, Loket Administrasi Perizinan,

Ruang Pengaduan. Loket Pengambilan Izin, Ruang Tunggu, Ruang Penyimpan Arsip, Ruang Laktasi. Toilet.

Halaman Parkir, Kotak Saran

Kompetensi Pelaksana

Berpendidikan S1. D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti:

Menguasai Standar Operasional Prosedur:

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien:

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;

10.

Pengawasan Internal
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Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala DPMPTSP.

11,

Jumlah Pelaksana

10 orang

12.

13.

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Kesclamatan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta dukungan olch
petugas vang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang SOPAN (Sopan, Obyektif,
Profesional, Akuntabel, Nyaman)

L.

Surat izin di cetak dijamin Keaslian dengan menggunakan QR Ccode

2.

Scluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login 1D yang berbeda untuk
setiap pemrosesan ijin untuk keamanan data

3.

Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir

4.

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk
sclanjutnva dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:
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STANDAR PELAYANAN
I1ZIN APOTEK

No. Dokumen : 02/DPMPTSP /2022

Revisi 7

Tanggal Pengesahan : 21 Januari 2022

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik:
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3038):

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
0. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat:

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan R1 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk

Pada Penvelenggraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Scktor Kesehatan;
13. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Terintegrasi secara Elektronik;

14. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
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Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat

16. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelengaraan Pelayanan Perizinan

Dan Nonperiznan

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

ATK. Komputer, Printer. Wifi. Ruang kerja, Meja, Kursi, Toilet




Kompetensi Pelaksana

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA

Berperilaku baik:

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelayvanan dan informasi publik:
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan cfisien:

Memiliki kemampuan kerjasama Tim:

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami pengeunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;

et ol G

Pengawasan Internal

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-wakiu dalam keadaan yang dianggap penting
~ Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.

N R

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office. Petugas Back Office, Analias Kebijakan dan Ahli Madva (10 orang)

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta dukungan olch
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang SOPAN (Sopan, Obyektif,
Profesional, Akuntabel, Nyaman)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian dengan menggunakan QR Ccode

2. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elekironik dengan login ID
vang berbeda untuksctiap pemrosesan ijin untuk keamanan data

3. Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penvediaan tempat parkir

4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi pencrapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam
1 Tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
mutu serta kinerja pelayanan.
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No. Dokumen : 02 /DPMPTSP /2022

STANDAR PELAYANAN
IZIN APOTEK

Revisi -

Tanggal Efektif : 21 Januari 2022

A |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
9. | Persyaratan 1. Administrasi

a. Surat permohonan dari pelaku usaha Apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk
nonperseorangan)

b.
Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apolek nonperseorangan)

¢. Dokumen SPPL

d. Seluruh dokumen vang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin)

e. dokumen izin vang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)

f  Self-assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes. go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin)

g Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP (sipnap kemkes.go.id)
h. . Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
i, Bukti pembayaran PAD (sesuai PERDA)
2. Lokasi
a. Informasi geotag Apotek
b. Informasi terkait lokasi apotek {misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan).
¢. Informasi bahwa Apolek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit.
3. DBangunan
Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek
4. Sarana, prasarana dan peralatan
a. Dala sarana, prasarana dan peralatan.
b. Foto Papan nama Apotek dan posisi pemasangannya.
¢. Foto Papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya,
SDM
a. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Apotek, memuat paling sedikit terdiri dari:
1) Informasi tentang SDM Apotek, meliputi:
* Apoteker penanggung jawab
* Direktur (untuk pelaku usaha non perseorangan)
* Apoteker lain dan/atau TTK, asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga Administrasi jika ada
2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Apolek.
b. Data Apoteker penanggung jawab WNI (KTP, STRA, dan SIPA)
¢. informasi paling sedikit 2 (dua) orang Apoteker untuk Apotek yang membuka layanan 24 jam
d Surat Izin Praktik untuk seluruh Seluruh Apoteker dan/atau TTK vang bekerja di Apotek.

FJI




10.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

h B b

Pelaku usaha membuat hak akses melalui sistem OSS (Dapat dibantu oleh From Office)
Setelah mendapatkan hak akses pemohon menginput data diri dan data kegiatan usaha
Pemohon mengupload persyaratan

DPMPTSP menerima notifikasi

OPD Teknis (Dinas Keschatan Kabupaten Sumba Barat ) melakukan verifikasi
Pemenuhan Persyaratan

DPMPTSP menerima notifikasi apakah pemenuhan persvaratan disetujui, kurang
lengkap atau ditolak;

DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat menerbitkan perizinan berusaha apabila

disetujui, menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan apabila persyaratan
kurang lengkap dan melakukan penolakan apabila pemenuhan persyaratan di tolak.

11.

Jangka Wakiu Pelavanan/Penerbitan

9 (Sembilan) Hari Kerja

12.

Biaya/Taril

Gratis

13,

Produk Pelayanan

NIB dan Izin

14.

Penanganan Pengaduan. saran dan masukan

L.

Pelugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

el bl g

Email: dpmptsp.sb.kab@gmail. com

Telpon (0387) 2525264

[

Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak [KM
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No. Dokumen | - 03/ DPMPTSP /2022

STANDAR PELAYANAN Revisi -

IZIN KLINIK Tanggal Efcktif | : | 21 Januari 2022

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

Uraian -

a.

a.

a.

d

o a6 o

Z:

h.
2. Persyaratan Khusus Usaha

"o e oo

b.

b.

C.

Persyaratan 1. Persyaratan Umum

Badan hukum publik, untuk klinik Pemerintah:

Klinik swasta dengan pelayanan rawat jalan dapat berbentuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum;

Klinik swasta dengan pelayanan rawat inap dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum;

Klinik dengan penanaman modal asing hanya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas;

Dokumen surat keterangan dari Dinas Kesehatan kabupaten Sumba Barat Daya mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik;

Dokumen profil klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, Misi, struktur organisasi dan waktu peyelenggaraan Klinik:

Dokumien self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (Kefarmasian dan laboratorium),
pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM:

Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 3 (tiga) bulan, sejak NIB diterbitkan.

Daflar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daflar obat - obatan dan bahan habis pakai:

Daflar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi:

Daftar jenis pelayanan kesehatan pada klinik;

Dokumen Surat [zin Pratik (SIP) semua lenaga kesehatan yang bekerja di Klinik:

Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan

Dokumen Izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) bila Klinik mempekerjakan tenaga kerja warga Negara asing (TK-
WNA).

3. Persyaratan perpanjangan sertifikat standar

Dokumen sertifikat standar Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya vang masih berlaku:
Dokumen self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik, pelayanan penunjang medik (Kefarmasian dan laberatorium),
pemenuhan persvaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.:

4. Persvaratan Perubahan

Izin Berusaha Klinik yang masih berlaku;

Surat pernyataan pergantian badan hukum, nama Klinik. kepemilikan modal, jenis Klinik, dan/atau alamat Klinik, vang ditandatangani
pemilik Klinik;

Dokumen perubahan NIB; dan/atau

Self assessment Klinik meliputi kemampuan pelayanan Klinik. pelayanan penunjang medik (Kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan
persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.

. |Sistem, Mekanisme dan Prosedur

bl B R

Pelaku usaha membuat hak akses melalui sistem OSS (Dapat dibantu from Office DPMPTSP)
Setclah mendapatkan hak akses pemohon menginput data diri dan data kegiatan usaha
Pemohon mengupload persyaratan

DPMPTSP menerima notifikasi




OPD Teknis (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat y melakukan verifikasi
Pemenuhan Persyaratan

DPMPTSP menerima notifikasi apakah pemenuhan persyaratan disetujui, kurang
lengkap atau ditolak;

DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat menerbitkan perizinan berusaha apabila

disetujui, menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan apabila persvaratan
kurang lengkap dan melakukan penolakan apabila pemenuhan persvaratan di tolak.

Il

Jangka Waktu Pelavanan/Penerbitan

9 (Sembilan) Hari Kerja

12,

Biaya/Tarif

Gratis

13,

Produk Pelayanan

NIB dan Izin

14.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pctugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

1

2.
3.
4

Email: dpmptsp.sb.kab/@gmail.com

Telpon (0387) 2525264

20 bl &

Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak IKM
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STANDAR PELAYANAN
IZIN KLINIK

No. Dokumen ¢ 03 /DPMPTSP /2022

Revisi =X

[

Tanggal Pengesahan  : 21 Januari 2022

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

No |

Uraian :

Dasar Hukum

L.

Sl

bod el I

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman anm.: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 5038):
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelavanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elcktronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Dacrah:

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

_ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat:

_ Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

nomor 15 Tahun 2014 (entang Pedoman Standar Pclayanan;

Peraturan Menteri Keschatan R1 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk

Pada Penyelenggraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Keschatan;

Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Terintegrasi secara Elektronik:

Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

_ Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat

Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelengaraan Pelayanan Perizinan
Dan Nonperiznan

Sarana. Prasarana. dan/atau Fasilitas

ATK. Komputer. Printer. Wifi. Ruang kerja. Meja, Kursi. Toilet

Kompetensi Pelaksana

1.

Z
3
4

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;
Menguasai Standar Operasional Prosedur;




Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan elisien;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelavanan dan Aplikasi Lain:

Pengawasan Internal

bt |80 20O L

Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan yang dianggap penting:

2. Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala DPMPTSP.

h

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office. Petugas Back Office, Analis Kebijakan ( 10 orang)

&

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta dukungan olch
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang SOPAN (Sopan, Obyektif,
Profesional, Akuntabel, Nyaman)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian dengan menggunakan QR Ccode

7. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara clekironik dengan login ID yang berbeda untuk
setiap pemrosesan ijin untuk keamanan data

3. Keselamatan dan kenvamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir

1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:

__-Waikabubak, 21 Januari 2022
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No. Dokumen - 04 /DPMPTSP /2022

STANDAR PELAYANAN =
Revisi D=

IZIN PUSKESMAS

Tanggal Efektif . 21 Januari 2022

B. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

Uraian ==

1. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 5038);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 5Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipas1 Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;

13. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik;

14. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat

16. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelengaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan

=N 00 1O b

2. |Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK, Komputer, Printer, Wifi, Ruang kerja, Meja, Kursi, Toilet




Kompetensi Pelaksana

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;

Pengawasan Internal

e iga =high e e b s e

Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

waktu dalam keadaan yang dianggap penting;
2. Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta

melaporkan kepada Kepala DPMPTSP.

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office, Analis Kebijakan, Ahli Madya ( 10 orang)

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta dukungan oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang SOPAN (Sopan, Obyektif,
Profesional, Akuntabel, Nyaman)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian dengan menggunakan QR Ccode

2. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk
setiap pemrosesan 1jin untuk keamanan data

3. Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir

4. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:

Waikabubak, 21 Januari 2022
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STANDAR PELAYANAN
IZIN PUSKESMAS

No. Dokumen : 04 /DPMPTSP /2022

Revisi -
Tanggal Efekiif : 21 Januari 2022

Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

No |

__ Kon

Uraian

Persyaratan

2.

3.

Persyaratan Umum

a. Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan kriteria Puskesmas harus didirikan pada setiap
kecamatan. Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas,
pada | (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari | (satu) Puskesmas:

b. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;

¢. Dokumen keputusan bupati yang berisi nama dan alamat. kategori berdasarkan karakleristik wilayah kerja dan kemampuan
pelayanan Puskesmas;

d. Durasi pemenuhan persyaratan olch pelaku usaha untuk perizinan baru paling lama 1 (satu) tahun, sejak NIB terbit.

Persyaratan Khusus
a. Kajian kelavakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan;

b.

Dafiar bangunan, prasarana, peralatan, kelenagaan, kefarmasian dan laboratorium sesuai dengan standar.
Persyaratan perpanjangan
a. Dokumen sertifikat standar Puskesmas yang masih berlaku;
b. Profil Puskesmas, paling sedikit memuat aspek:
* Lokasi
* Bangunan/sarana
* Prasarana
* Peralatan
* Ketenagaan
* Kefarmasian
* Laboratorium
* Pengorganisasian; dan
* Penyelenggaraan pelayanan, sesuai dengan standar
Persvaratan Perubahan Perizinan Berusaha
a. Dokumen sertifikat standar Puskesmas yang masih berlaku,
b. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah:
Dokumen kajian kelayakan untuk Puskesmas (dalam hal direlokasi atau berubah penggolongan usaha/kategori) dari Dinas
" Kesehatan Kabupaten: dan/atau
d. Dokumen keputusan bupati yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilavah kerja dan kemampuan
pelavanan Puskesmas;

C




Pelaku usaha membuat hak akses melalui sistem OSS (Dapat dibantu from Office DPMPTSP)

10. |Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1.

2. Setelah mendapatkan hak akses pemohon menginput data diri dan data kegiatan usaha

3. Pemohon mengupload persyaratan

4. DPMPTSP menerima notifikasi

5. OPD Tcknis (Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ) melakukan verifikast
Pemenuhan Persyaratan

6. DPMPTSP menerima notifikasi apakah pemenuhan persyaratan disetujui. kurang
lengkap atau ditolak:

7. DPMPTSP Kabupaten Sumba Barat menerbitkan perizinan berusaha apabila
disetujui, menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan apabila persvaratan
kurang lengkap dan melakukan penolakan apabila pemenuhan persyaratan di tolak.

11. |Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan 9 (Sembilan) Hari Kerja saat berkas dinyatakan lengkap
12. |Biava/Tarif Gratis
13. |Produk Peclayanan NIB dan Izin
14. |Penanganan Pengaduan. saran dan masukan I. _Petugas Pengaduan

2. Kotak Saran

3. Surat Pengaduan

4 Email: dpmptsp.sb.kab@gmail com

5. Telpon (0387) 2525264

6. Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak TKM
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STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

No. Dokumen : 05/DPMPTSP /2022

Revisi Do-

Tanggal Efektif : 21 Januari 2022

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

=)

o

A

S o

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

_ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016, tentang praktik Penata Anestesi,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019, tentang Registrasi Tenaga Keschatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan ;Terpadu Satu Pintu
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pclayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan:

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat:

Persyaratan

o

Surat permohonan;

Fotokopi ljazah vang dilegalisasi;

Fotokopi STRPA;

Surat keterangan schat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Prakiik;

Surat pernvataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelayanan Keschatan;

Pas foto berwarna latar merah terbaru ukuran 4 x 6 cm scbanyak 3 lembar :

Rekomendasi dari Organisasi Profesi:

Rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Sumba Barat .

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Keschatan yang menyatakan bahwa masih bekerja pada

Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan :

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili;




3. |Sistem, Mckanisme dan Prosedur SR A
\ l/ Barkas Lengkap & Bonar Jika dibutuhkan
‘ -~ P Y . e— \ (I
— P WA
Fromt Office Rekomaendaszi Tim Teknis
4 Teknis
|
1
_
“ Produk Perizinan | aul_
e e Lﬂ'\ Penandstanganan ixin
4, |Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan 3 (Tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap
6. |Produk Pelayvanan Surat Izin Praktik Penata Anestesi
7. |Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 1. Petugas Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Surat Pengaduan
4. Email: dpmptsp.sb.kab@gmail.com
5. Telpon (0387) 2525264
6. Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak KM
8. |Sarana, Prasarana. dan/atau Fasilitas ATK. Komputer, Printer, Wifi. Ruang kerja. Meja, Kursi, Toilet
9. |Kompetensi Pelaksana 1. Berpendidikan S1, D3 dan SLTA
2. Berperilaku baik:
3. Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti:
4. Menguasai Standar Operasional Proscdur:
5. Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik:
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;
7. Memiliki kemampuan kerjasama Tin;
8. Mampu mengoperasikan komputer.
9. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;
10. |Pengawasan Internal 1. Kepala DPMPtSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

waktu dalam keadaan vang dianggap penting:
2. Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala DPMPTSP.




11.

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office, Analis Kebijakan dan Ahli Madva ( 10 orang)

12.

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta dukungan oleh
petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan vang SOPAN (Sopan, Obyektif,
Profesional, Akuntabel, Nvaman)

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelavanan

1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi _tanda tangan Kepala DPMPTSP

dan Cap basah scrta diarsipkan

2. Kesclamatan dan kenvamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir

3. Kesclamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk

selanjutnva dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:

Waikabubak. 21 Januari 2022
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STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK APOTEKER

No. Dokumen - (6 /DPMPTSP /2022

Revisi L -

Tanggal Pengesahan : 21 Januari 2022

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

(78 ]

~N s

. Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
_ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik:
. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Klinik;

. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian

Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;

 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat;

Dan Nonperiznan

b2

Persvaratan

= (73}

~N N

oe

. Surat permohonan;
. Fotokopi STRA dilegalisasi KFN/melampirkan yang asli jika tidak ada legalisasi;
_ Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi alau surat keterangan dari pimpinan fasilitas

pelayanan kefarmasian atau atau dari pimpinan [asilitas produksi atau distribusi/penvalur;

. Pas foto berwarna latar merah berukuran 4 x 6 cm sebanvak 3 Lembar;

. Rekomendasi dari Organisast Profesi;

. Rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Sumba Barat .

. Melampirkan SIPA pertama untuk permohonan SIPA kedua dan mel ampirkan SIPA ketiga untuk

permohonan SIPA ketiga:

. Foto Copy ljasa Apotcker vang dilegalisir
_ Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelavanan Keschatan yang menyatakan bahwa masih bekerja pada

Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan

1( Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili




Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Barkas tidak lengkap & tidak benar

[ o 3

< B

Front Office
-

‘
m
|
i
!

[ produk Perizinan _

\\ j Berkas Lenghap & Benar
1

Jika dibutuhkan

Bach Offio: Rekomendasi Tim Teknis

i

(\I\ e a

e

Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Surat Izin Praktik Apoteker

EN T

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

1. Petugas Pengaduan

2. Kotak Saran

3. Surat Pengaduan

4. Email: dpmptsp.sb.kabi@gmail com

5. Telpon (0387) 2325264

6. Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak [KM

oo

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

ATK, Komputer, Printer, Wifi. Ruang kerja, Meja. Kursi. Toilet

Kompetensi Pelaksana

. Berpendidikan S1, D3 dan SLTA
. Berperilaku baik;

. Menguasai Standar Operasional Prosedur:
. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien:

. Memiliki kemampuan kerjasama Tim:
. Mampu mengoperasikan komputer.

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;

. Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik;

. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain:

. | Pengawasan Internal

R

waktu dalam keadaan vang dianggap penting:

melaporkan kepada Kepala Dinas.

. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

2. Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta

11.

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office. Petugas Back Office, Analis Kebijakani dan Ahli Madva 10 orang)

12.

Jaminan Pelayanan

3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli.

1. Pengurusan Surat Izin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur:
2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu:




13. [Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP

dan Cap basah serta diarsipkan
2. Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir
3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelavanan sangat diutamakan bebas dari pengulan liar

. |Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk

selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:

- Eﬁr%sgr 21 Januari 2022
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STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 07/DPMPTSP /2022
IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI Revisi L -
LABORATORIUM MEDIK Tanggal Pengesahan  : 21 Januari 2022
No Komponen Uraian
1. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 42 Tahun 2015, tentang 1zin dan peyelenggaraan praktik Ahli Teknologi Laboratorinm Medik;
5. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Sumba Barat;
Dan Nonperiznan
2. |Persyaratan Surat permohonan:

e

Mo 90 NEN LA

Fotokopi ijasah vag dilegalisir;

Fotokopi STR-ATLM dilegalisasi/melampirkan yang asli jika tidak ada dilegalisasi:

Surat keterangan schat dari dokter vang memiliki surat izin praktik:

Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan

Pas foto berwarna latar maerah terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanvak 3 Lembar:

Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat :

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menvatakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Kesehatan yvang bersangkutan

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili




Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Berkas tidak langkap & tidak benar

\\! j Berkas Lenghop & Bensr Jika dibutuhkan

Rekomendasi Tim Toknis
Teknis

i

Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biava/Tarif

/'\\ Panandatanganan Izin
Gratis

Produk Pelayanan

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

= o [

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

I. Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

e e =

Email: dpmptsp.sb.kabi@gmail.com

Telpon (0387) 2525264

=

. Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak IKM

»

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

>,:.h Komputer. Printer, Wifi. Ruang kerja, Meja. Kursi, Toilet

Kompetensi Pelaksana

10.

Berpendidikan S1. D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi sccara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur:

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik:
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain:

B

Pengawasan Internal

e

Kepala Dinas melakukan pengawasan sccara periodik melalui rapal evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan vang dianggap penting;

2. Ahli Madva melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapal tim Teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.

11.

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office, Analis Kebijakan dan Ahli Madya ( 10 orang)




. |Jaminan Pelayanan

b

Pengurusan Surat Izin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur:
Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu;
Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli.

13.

Jaminan Keamanan dan Kesclamatan Pelayanan

2
3.

Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP
dan Cap basah serta diarsipkan

Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penvediaan tempat parkir

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

. |Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi pencrapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kah dalam 1 Tahun untuk

selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serla kinerja pelavanan:

Fembina Utama Muda/ TV-c

NIP- 19640414 199203 1 015




STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK BIDAN

No. Dokumen - 08/DPMPTSP /2022

Revisi

Tanggal Pengesahan  : 21 Januari 2022

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

]

e

el

&

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelavanan;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 28 Tahun 2017, tentang Izin dan Penyelenggaraan lzin Praktik Bidan:

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat:
Dan Nonperiznan

Persvaratan

Lol

T e N oo

Swrat permohonan;

Fotokopi STRB dilegalisasi/melampirkan vang asli jika tidak ada legalisasi;

Surat keterangan sehat dari Dokter vang memiliki surat izin praktek:

Surat pernvataan memiliki tempat praktik;

Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan tempat Bidan akan berpraktik:
Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar:

Rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan Sumba Barat |

Rekomendasi dari organisasi profesi;

Melampirkan SIPB pertama untuk permohonan SIPB kedua.

10 Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pclayanan Keschatan yang menyatakan bahwa masih bekerja pada

Fasilitas Kesehatan vang bersangkutan:

11 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili:




Sistem. Mekanisme dan Prosedur

Berkas tidak lengkap & tidak benar

\\ / Berkas Lengkap & Benar Jika dibutuhkan
. e 3 e o

Pemohon Front Offica

/"\ rm—

Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Surat Izin Praktik Bidan

S o e

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

1.

Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

bl bl g

Email: dpmptsp.sb.kab@gmail.com

Telpon (0387) 2525264

f=al B

Survei Kepuasan Masvarakat melalui kotak TKM

=

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

ATK. Komputer, Printer, Wifi. Ruang kerja, Meja, Kursi, Toilet

Kompetensi Pelaksana

)R e

h

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA

Berperilaku baik:

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti:

Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik;
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami pengeunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;

10.

Pengawasan Internal

e B s

2,

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan vang dianggap penting:
Ahli Madva melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta

melaporkan kepada Kepala Dinas.

11.

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office, Analis Kebijakan dan Ahli Madva ( 10 orang)




12,

Jaminan Pelayanan

Pengurusan Surat [zin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
Pengurusan Surat |zin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu:
Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli.

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

i

2
3

Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP
dan Cap basah serta diarsipkan

Keselamatan dan kenvamanan kendaraan dengan penvediaan tempat parkir

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelavanan:

Waikabubak, 21 Januari 2022
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STANDAR PELAYANAN No. Dokumen - 09/DPMPTSP /2022
IZIN PRAKTIK DOKTER Revisi L -
Tanggal Pengesahan  : 21 Januari 2022
No Komponen Uraian
1. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik:
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 tahun 2011, tentang izin praktik dan palaksanakan Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
Dan Nonperiznan
2. |Pesyaratan 1. Surat permohonan;
2. Fotokopi STR dilegalisasi KKI/melampirkan vang asli jika tidak ada dilegalisasi;
3. Surat pernvataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
Keschatan sebagai tempat praktiknya:
4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter vang bekerja pada instansi / fasilitas pelavanan
kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelavanan keschatan lain secara purna waktu:
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai lempat praktik;
6. Pas foto berwarna latar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
7. Melampirkan SIP pertama untuk permohonan SIP kedua dan/atau melampirkan SIP kedua untuk
permohonan SIP ketiga:
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ;
9. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Keschatan yang menyatakan bahwa masih bekerja pada

Fasilitas Keschatan vang bersangkutan;

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili;




Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Berkas tidak lengkap & tidak banar

\\! I/ Berkas Lengkap & Benar Jika dibutuhkan

Front Office Back Office Rekomendasi Tim Teknis

=%

A

|
| =
| 3
|
|

Produk Perlznan [ Kepala Dinas

(\\ T

Jangka Waktu Pelavanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

S

Biava/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Surat Izin Praktik Dokter

el i

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

L.

Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email: dpmptsp.sb kab@gmail.com

Telpon (0387) 2525264

S [E[=R

Survei Kepuasan Masvarakat melalui kotak IKM

=

Sarana, Prasarana. dan/atau Fasilitas

ATK_ Komputer, Printer. Wifi, Ruang kerja. Meja. Kursi, Toilet

Kompetensi Pelaksana

bl ol

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik:
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien:

Memiliki kemampuan kerjasama Tim:

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;

. |Pengawasan Internal

S EEREEE

2.

Kepala Dinas melakukan pengawasan sccara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-
waktu dalam keadaan vang dianggap penting;
Ahli Madva melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD scria

11.

Jumlah Pelaksana

melaporkan kepada Kepala Dinas.

Petugas Front Office, Petugas Back Office. Analis Kebijakan dan Ahli Madva ( 10 orang)




. |Jaminan Pelayanan

W) b —

Pengurusan Surat lzin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu;
Pengurusan Sural Izin vang bebas Calo dan Punghi.

. |Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

—_

2.

3

Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP
dan Cap basah serta diarsipkan

Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempal parkir

Keselamatan dan kenvamanan dalam pelavanan sangal diutamakan bebas dari pengutan liar

. |Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam | Tahun untuk

selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu seria kinerja pelayanan:

__Waikabubak, 21 Januari 2022
b KAg
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STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

No. Dokumen : 10/ DPMPTSP /2022

Revisi L.

Tanggal Pengesahan  : 21 Januari 2022

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

=

&

=1

o

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nemor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelavanan;

Keputusan Menteri Keschatan Republik Kesehatan Nomor 1363/MENKES/SK/XI1/2001 tentang Regustrasi dan Izin Praktik Fisiotcrapis:
Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Sumba Barat;

Persyaratan

Lol

TS

=

Surat permohonan;

Fotokopi STR dilegalisasi /melampirkan yang asli jika tidak ada dilegalisasi:

Surat pernyataan mempunvai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
Keschatan sebagai tempat praktiknya;

Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;

Pas foto berwarna latar merah ukuran 4 x 6 ¢cm sebanyak 3 lembar;

Melampirkan SIP pertama untuk permohonan SIP kedua dan/atau melampirkan SIP kedua untuk
permohonan SIP ketiga;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ;

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pclayanan Kesehatan yang menyatakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;

Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili;




3. |Sistem, Mekanisme dan Prosedur Barkas tidak langkap & tidak benar
\‘ 1/ Beorkas Lenghap & Banar Jika dibutuhkan
- m,n Oftice i wﬂﬂ—- Offico Rekomendasi Thn .-.HI-“ul
Teknis
* -
| |
|
| Proguk Perizinan ] @
s .*ﬁ‘l\ Pensndstanganun lzin
4. |Jangka Waktu Pelavanan/Penerbitan 3 (Tiga) Han Kerja
5. |Biaya/Tarif Gratis
6. |Produk Pelayanan Surat Izin Praktik Fisioterapis
7. {Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 1. Pectugas Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Surat Pengaduan
4. Email: dpmptsp.sb.kabigmail.com
5. Telpon (0387) 2525264
6. Survei Kepuasan Masvarakat melalui kotak IKM
8. |Sarana. Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK. Komputer, Printer, Wifi, Ruang kerja, Meja, Kursi, Toilet
9. |Kompetensi Pelaksana 1. Berpendidikan S1, D3 dan SLTA
2. Berperilaku baik;
3. Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti:
4, Menguasai Standar Operasional Prosedur;
5. Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik;
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien:
7. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
8. Mampu mengoperasikan kompuler.
9. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain:
10. 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

Pengawasan Internal

waktu dalam keadaan vang dianggap penting;

melaporkan kepada Kepala Dinas.

2. Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta




11.

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office. Analis Kebijakan dan Ahli Madya ( 10 orang)

12

Jaminan Pelayanan

L.
. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu:

Pengurusan Surat Izin sesuai dengan produk layanan scsuai dengan Standar Operasional Prosedur;

Pengurusan Surat Izin vang bebas Calo dan Pungli.

. |Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelavanan

2
3.
1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP

2.
3.

dan Cap basah serta diarsipkan
Keselamatan dan kenvamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir
Keselamatan dan kenvamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi pencrapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk

selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelavanan:

Waikabubak, 21 Januari 2022
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STANDAR PELAYANAN
[ZIN PRAKTIK PERAWAT

No. Dokumen . 11/DPMPTSP /2022

Revisi D o-

Tanggal Pengesahan ~ : 21 Januari 2022

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

o =

e

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Peraturan Pemerintah RT Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 17 Tahun2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keschatan

Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin Penyclenggaraan Praktik Perawat;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan

Pelavanan Perizinan dan Nonperiznan;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Sumba Barat:
Dan Nonperiznan

Persvaratan

B o

o=

e NS

Surat permohonan;

Fotokopi Ijazah vang dilegalisasi;

Fotokopi STR yang masih berlaku dan di legalisasi;

Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat di prakiik mandiri atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diluar
praktik mandiri:

Pas foto berwama latar merah terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Sumba Barat;

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Keschatan yang menyatakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan;

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili;




3. |Sistem, Mekanisme dan Prosedur Sarkos tidak lengkap & tidak benar
\\\' n/ Berkas Lengknp & Benar Jika dibutuhkan
2 .
. 133» 0._-._00 .B!.-n Offioe Rekomendasi Tim .-.-*-“_u
Tehknis
_ |
|
[ prodin Pardna - .L
e C 1-.,.-.:_-2:?:!. tzin
4. |Jangka Waktu Pelavanan/Penerbitan 3 (Tiga) Hari Kerja
5. |Biava/Tanf Gratis
6. |Produk Pelayanan Surat [zin Praktik Perawat
7. |Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 1. Petugas Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Surat Pengaduan
4. Email: dpmptsp.sb_kab@gmail.com
5. Telpon (0387) 2525264
6. Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak IKM
8. |Sarana. Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK. Komputer, Printer, Wifi, Ruang kerja. Meja, Kursi. Toilet
9. |Kompetensi Pelaksana 1. Berpendidikan S1, D3 dan SLTA
2. Berperilaku baik;
3. Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;
4. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
5. Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik:
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien:
7. Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
8. Mampu mengoperasikan komputer.
9. Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;
10. {Pengawasan Internal 1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

waktu dalam keadaan yang dianggap penting:
2. Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta

melaporkan kepada Kepala Dinas.




11

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office, Analis Kebijakan dan Ahli Madva (10 orang)

12,

Jaminan Pelayanan

L.
. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu:

Pengurusan Surat lzin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur:

Pengurusan Surat Izin vang bebas Calo dan Pungli.

13,

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

2
3.
1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP

2.
3.

dan Cap basah serta diarsipkan
Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir
Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelavanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk

selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:
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STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS

No. Dokumen . 12/ DPMPTSP /2022

Revisi

Tanggal Pengesahan : 21 Januari 2022

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2009 tentang Pclayanan Publik:

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan:

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 55 Tahun 2013, tentang pevelenggaraan Pekerjaan Perckam Medis:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat:

Persyaratan

W O TN e L B

Surat permohonan;

Fotokopi ljazah vang dilegalisasi:

Fotocopi STR Perekam Medis;

Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

Surat pernvataan memiliki tempat praktik di Fasilitas Pelavanan Kesehatan:

Pas foto berwama latar merah terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanvak 3 lembar:

Rekomendasi dari Organisasi Profesi:

Rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Sumba Barat :

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelavanan Kesehatan yang menyatakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Keschatan yang bersangkutan;

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili:

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Berkas tidak lenghap & tidak bensr

\\l\l j Barkas Langhap & Benar ik diiutuhkan
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Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biaya/Tarif

CGratis

Produk Pelavanan

Surat Izin Praktik Perckam Medis

SIS

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

L.

Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email: dpmptsp.sb.kab@gmail.com

Telpon (0387) 2525264

R EEIE

Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak IKM

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

>,JA Komputer. Printer. Wifi. Ruang kerja. Meja, Kursi, Toilet

Kompetensi Pelaksana

Sl o

Berpendidikan S1. D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;

Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik:
Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien:

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;

Pengawasan Internal

el i R S

2,

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaklu-
waktu dalam keadaan yang dianggap penting:

Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta
melaporkan kepada Kepala Dinas.

[L

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Pelugas Back Office, Analis Kebijakan dan Ahli Madya ( 10 orang)

12.

Jaminan Pelavanan

SIS

Pengurusan Surat Izin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu;
mnmmEdmwz Surat lzin yang bebas Calo dan Pungli.

. |Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

.

2.

3.

Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP
dan Cap basah serta diarsipkan

Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir

Keselamatan dan kenvamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

. |Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi pencrapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk
selanjutnva dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:

Earmc:gr 21 Januari 2022




STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK KERJA RADIOGRAFER

No. Dokumen . 13/DPMPTSP /2022

Revisi

Tanggal Pengesahan : 21 Januari 2022

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

W

&

i o]

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 81 Tahun 2013, tentang peyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Sumba Barat;
Dan Nonperiznan

I~

Pesyaratan

:'Jl&wt\)v—

I

Surat permohonan;

Fotokopi ljazah vang dilegalisasi;

Fotokopi STRR;

Surat keterangan schat dari Dokter vang memiliki Surat Izin Praktik:

Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan vang bersangkutan:

Pas foto berwarna latar merah terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar ;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi:

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ;

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan vang menyatakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Keschatan yang bersangkutan:

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili:




vy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Barkas tidak langkap & tidak benar

\\ / Berkas Lenghop & Benar Jika dibutuhkan
o $EL.&|

-—
Front Office a.ln-n %ﬂl Rekomaendasi

_
Produk ‘n-.-_u_*—n!.

(‘\ e

Jangka Waktu Pelavanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biava/Tarif

Gratis

Produk Pelayvanan

Surat [zin Praktik Kerja Radiografer

~ e ullq.-

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

1. Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

==

Email: dpmptsp.sb.kab@ gmail.com

Telpon (0387) 2525264

f=al B

Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak 1KM

Sarana. Prasarana, dan/atau Fasilitas

.pﬁa Komputer, Printer. Wifi, Ruang kerja, Mcja, Kursi, Toilet

Kompetensi Pelaksana

Berpendidikan S1. D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Mampu berkoordinasi dengan efcktif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelavanan dan Aplikasi Lain;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik:

. |Pengawasan Internal

e R0 Oy bh R ) B e

waktu dalam keadaan vang dianggap penting;

melaporkan kepada Kepala Dinas.

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

2. Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta




. |Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office, Analis Kebijakan dan Ahli Madya ( 10 orang)

. |Jaminan Pelayanan

1.
. Pengurusan Surat lzin vang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu:

Pengurusan Surat Izin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur:

Pengurusan Surat [zin vang bebas Calo dan Pungli.

. |Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

2
&
1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP

2!

3

dan Cap basah serta diarsipkan
Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

. | Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelavanan:

.
/9 .
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STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

No. Dokumen : 14 /DPMPTSP /2022

Revisi D -

Tanggal Pengesahan . 21 Januari 2022

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

= e

S

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik:

Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013, tentang Penvelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi:

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyclenggaraan Pelavanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan
Pclavanan Perizinan dan Nonperiznan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Sumba Barat;
Dan Nonperiznan

Persyaratan

ol ol ol

6
7.
8.
.2}

Surat permohonan;

Fotokopi ljazah vang dilegalisasi:

Fotokopi STRTGz:

Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat 1zin Praktik;

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat prakiik
pelavanan Gizi secara mandiri;

. Pas foto berwarna latar merah terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar ;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Sumba Barat :

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyatakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Keschatan vang bersangkutan:

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili;




Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Berkas tidak lengkap & tidak benar

\! j Berkas Lengkap & Benar Jika dibutuhkan

Rekomendasl

(‘\\ r——

Tim Teknis
Teknis

"

Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biava/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Surat Izin Prakiik Tenaga Gizi

N

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

il S 1 B

Email: dpmptsp.sb.kab@gmail.com

Telpon (0387) 2525264

f=al

Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak [KM

e

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

>ﬂw Komputer, Printer, Wifi. Ruang kerja, Mcja. Kursi. Toilet

10.

Kompetensi Pelaksana

Berpendidikan S1. D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti;
Menguasai Standar Operasional Prosedur:

ol A

o

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien;

Memiliki kemampuan kerjasama Tim:

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami pengeunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelavanan dan Aplikasi Lain;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelayanan dan informasi publik:

Pengawasan Internal

Ll o e e

waktu dalam keadaan vang dianggap penting;

melaporkan kepada Kepala Dinas.

Kepala Dinas melakukan pengawasan sccara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

2. Ahli Madya melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta




11.

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Qffice, Petugas Back Office, Analis Kebijakan dan Ahli Madya ( 10 orang)

12.

Jaminan Pelayanan

L.
. Pengurusan Surat Izin vang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu;

Pengurusan Surat Izin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur:

Pengurusan Surat Izin vang bebas Calo dan Pungli.

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

2
g
1. Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP

2,
3.

dan Cap basah serta diarsipkan
Keselamatan dan kenyvamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir
Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal minimal 2 kali dalam 1 Tahun untuk

selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:

EEwm_uc_umrﬁ Januari 2022
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STANDAR PELAYANAN

IZIN PRAKTIK KERJA TENAGA SANITARIAN

No. Dokumen © 15/ DPMPTSP /2022

Revisi %

Tanggal Pengesahan . 21 Januari 2022

" |I. Undang-Undang Nomor 25 T

ahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformast Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 32 Tahun 2013, tentang Pevelenggaraan Pekerjaan TenagaSanitaris;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendelegasian

Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat:
Dan Nonperiznan

badll =l

=

el

an

Pesvaratan

Surat permohonan;

Fotokopi ljazah yang dilegalisasi:

Fotokopi STRTS;

Surat keterangan schat dari Dokter vang memiliki Surat 1zin Praktik:

Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelavanan Keschatan yang bersangkutan:
Pas foto berwarna latar merah terbaru ukuran 4 x 6 cm scbanyak 3 lembar;

Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ;

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pclayanan Keschatan vang menyatakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Keschatan vang bersangkutan;

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili;

N

T ® = o




2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Berkas tidak lengkap & tidak banar

\.\r / Berkas Lengkap & Bonar Jika dibutuhkan

=" e 3 (=2

Rekomendasi

= 12{-...[‘»1&35. | Kapala Dinas

Tim Teknis
Teknls

Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biaya/Tarif

(\\ Pansndatangansn fzin
Gratis

Produk Pelavanan

Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian

el Lol Pl

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

b b L o

Email: dpmptsp.sb.kab(@gmail.com

Telpon (0387) 2525264

=2l 0

. Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak IKM

o0

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

ATK. Komputer. Printer. Wifi. Ruang kerja, Meja, Kursi, Toilet

10.

Kompetensi Pelaksana

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA

Berperilaku baik;

Memiliki komunikasi sccara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti:
Menguasai Standar Operasional Prosedur;

W =

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien:

Memiliki kemampuan kerjasama Tim;

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik;

Pengawasan Internal

el = R B

waktu dalam keadaan yang dianggap penting:

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-

2. Ahli Madva melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta

melaporkan kepada Kepala Dinas.




11.

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office. Analis Kebijakan dan Ahli Madya (10 orang)

12.

Jaminan Pelayanan

W R =

Pengurusan Surat Izin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
Pengurusan Surat Izin vang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu;
Pengurusan Surat Izin vang bebas Calo dan Pungli.

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

—

2.

3.

Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP
dan Cap basah serta diarsipkan

Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penvediaan tempat parkir

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

14,

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam I Tahun untuk

selanjutnva dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:

ém_rmvcgr.m 1 Januari 2022




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 16 / DPMPTSP /2022
IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS  |Revisi -
KEFARMASIAN Tanggal Pengesahan 21 Januari 2022

1. |Dasar Hukimi

“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan:

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/MENKES/PER/V2021,
Tentang Registrasi, izin Praktik dan [zin Kerja Tenaga Kefarmasian;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6a Tahun 2017 tentang Pendclegasian
Wewenang Bupati Sumba Barat Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyvelenggaraan

Pelayanan Perizinan dan Nonperiznan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
Dan Nonperiznan

2. |Persvaratan

ER s

RSN

Surat permohonan;

Fotokopi STRTTK dilegalisasi/melampirkan vang asli jika tidak ada dilegalisasi:

Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
Melampirkan SIKTTK pertama untuk permohonan SIKTTK kedua dan/ atau melampirkan

SIKTTK kedua untuk permohonan SIKTTK ketiga:

Pas folo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar dan 3 x 4 ¢m sebanyak 2 Lembar;
Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ;

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan vang menvatakan bahwa masih bekerja pada
Fasilitas Keschatan yang bersangkutan;

10 Surat kuasa dan Foto Copy KTP pemohon apabila pengurusan diwakili:




Sistem. Mekanisme dan Prosedur

Barkas tidak lengkap & tidok benasr

— o T

Pemohon Front Offiec

i
|

| Produk Perizinan

Jika dibutuhkan

= W

Rekomendasi Tim Toknls
Toknis

(\\ e

e

Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan

3 (Tiga) Hari Kerja

Biava/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

R

Penanganan Pengaduan. saran dan masukan

Petugas Pengaduan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email: dpmptsp.sb.kab@gmail com

Telpon (0387) 2525264

=N B BN IR S

Survei Kepuasan Masyarakat melalui kotak IKM

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

>,En Komputer. Printer, Wifi, Ruang kerja, Meja, Kursi, Toilet

Kompetensi Pelaksana

Berpendidikan S1, D3 dan SLTA
Berperilaku baik:

Memiliki komunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti:

Menguasai Standar Operasional Prosedur;

Memiliki pengetahuan tentang Perundang-Undangan terkait standar pelavanan dan informasi publik:

Mampu berkoordinasi dengan cfektif dan efisien;
Memiliki kemampuan kerjasama Tim;
Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aplikasi Lain,

10.

Pengawasan Internal

Lall ==l - R

2

Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewakiu-

waktu dalam keadaan vang dianggap penting;

Ahli Madva melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis SKPD serta

melaporkan kepada Kepala Dinas.

1l

Jumlah Pelaksana

Petugas Front Office, Petugas Back Office, Analis Kebijakan dan Ahli Madya (10 orang)




12.

Jaminan Pelayanan

. Pengurusan Surat 1zin sesuai dengan produk layanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

. Pengurusan Surat Izin vang bebas Calo dan Pungli.

. |Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1
2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Wakiu;
3
1

_ Surat izin di cetak dijamin Keaslian diberikan nomor surat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP
dan Cap basah serta diarsipkan
2. Keselamatan dan kenvamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir
3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pengutan liar

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali dalam | Tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan:
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